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PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP

NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

TRANSFER ULANG ATAS RETUR

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

BUPATI SUMENEP,

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Rekening
Kas Umum Daerah Kabupaten Sumenep yang efektif
dan akuntabel, perlu regulasi yang mengatur terkait
Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegagalan
Transfer Surat Perintah Pencairan Dana kepada
Rekening Penerima Non Bank Rekening Kas Umum
Daerah;

bahwa dalam rangka memberikan kepastian proses
penatausahaan keuangan atas kegagalan transfer
Surat Perintah Pencairan Dana kepada rekening
penerima yang tidak sama dengan Rekening Kas
Umum Daerah (Non Rekening Kas Umum Daerah),
perlu diatur Standar Operasional Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standart
Operasional Prosedur Transfer Ulang Atas Retur Surat
Perintah Pencairan Dana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);



10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);



Menetapkan

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 5);
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 78 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 78).

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDART OPERASIONAL

PROSEDUR TRANSFER ULANG ATAS RETUR SURAT

PERINTAH PENCAIRAN DANA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Sumenep.

Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Sumenep.

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan
sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pengirim yang
ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai
penerima.

Pemindahbukuan adalah suatu kegiatan jasa bank untuk
memindahkan sejumlah dana tertentu dengan mengkredit
(menambah) rekening penerima dengan mendebit (mengurangi)
rekening pengirim.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang telah ditetapkan.

Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh
perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh
informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi
perbankan berupa teller, customer service, ATM, SMS Banking, Mobile
Banking, Internet Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, Cash
Management System (CMS), Electronic Data Capture (EDC), Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya



8. Retur merupakan penolakan atau pengembalian atas
pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBD dari bank
penerima kepada bank pengirim. Retur dapat disebabkan karena
rekening tidak aktif, nomor rekening salah, nama rekening salah,
nama bank penerima salah, rekening sudah ditutup, dan sistem
perbankan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan
penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan Daerah secara
tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah
terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR TRANSFER ULANG ATAS
RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Pasal 3

(1) Standart Operasional Prosedur Transfer Ulang Atas Retur Surat
Pencairan Dana disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. Standart Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Kas Daerah;
b. Standart Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Data Gagal
Transfer;
c. Standart Operasional Prosedur (SOP) Retur Kasda;
d. Standart Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Retur Akhir
Tahun.
(2) Standart Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4
Peraturan Bupati ini tidak berlaku apabila ada perubahan regulasi

dan/atau kebijakan pemerintah terkait tata kelola keuangan Pemerintah
Daerah.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Sumenep.
Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 27 Mei 2024

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH BUPATI SUMENEP
KABUPATEN SUMENEP :

TANGGAL : 27 Mei
TAHUN :2024 NOMOR : 16
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